
DESKRIPSI TENTANG BENTUK KESENGAJAAN DALAM TINDAK PIDANA 

PENANGKAPAN IKAN DI ZEE INDONESIA 

 

INTISARI 

 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat untuk memperoleh gelar 

Serjana 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

 

 

KRISTINA KOLE 

       18310256 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA 

KUPANG 

2024 



i 
 

LEMBARAN PENGESAHAN  

INTISARI 

 

 

                           22 Januari 2024 

 

          Pembimbing I                                     Pembimbing II 

 

 

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum                      Tontji Ch. Rafael, SH., MH 

NIDN : 0822106401                                                 NIDN: 0808667101 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG 

FAKULTAS HUKUM 

Jl.Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT 

Fax: +62 380 881677 Email:Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yaho0.co.id 

 

BERITA ACARA 

Pada hari SENIN tanggal 22 (DUA PULUH DUA) bulan JANUARi tahun 2024 (DUA RIBUH 

DUA PULUH EMPAT) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Di Kampus Universitas 

Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS Mahasiswa: 

Nama 

Nim 

PTS 

Judul Skripsi 

: 

: 

: 

: 

Kristina Kole 

18310256 

Universitas Kristen Artha Wacana 

Deskripsi Tentang Bentuk Kesengajaan Tindak Pidana 

Penangkapan Ikan Di ZEE Indonesia 

PANITIA PENGUJI    

Ketua  : Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum     (……………) 

Sekertaris : Tontji Ch. Rafael, SH.,MH                (….…………) 

Anggota : 1. Dr Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum     (……………) 

    2. Liven E. Rafael, SH.,M.Hum                (…………….) 

    3.  Jeremia Alexander Wewo, SH.,MH     (……………) 

22 Januari 2024 

 

 

 

 

 



iii 
 

INTISARI 

Judul Skripsi Penulis adalah Deskripsi Tentang Bentuk Kesengajaan Dalam Tindak Pidana 

Penangkapan Ikan Di ZEE Indonesia. Rumusan Masalah Bagaimanakah bentuk kesengajaan dalam 

tindak pidana penagkapan ikan ZEE di Indonesia ?. Tujuan untuk mengetahui bentuk kesengajaan 

dalam tindak pidana pengkapan ikan di ZEE Indonesia. 

Sifat penelitian ini bersifat “Deskriptif” dan berjenis “Normatif”. Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari variabel bebas yaitu kesengajaan tindak pidana penangkapan ikan di ZEE Indonesia, 

dan variabel terikat putusan hakim tindak pidana penangkapan ikan di ZEE Indonesia. 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, 

bentuk kesengajaan dalam tindak pidana pengakapan ikan ZEE di Indonesia, a.Bentuk 

Kesengajaan sebagai maksud, b. bentuk kesengajaan sadar kemungkinan,c.bentuk kesengajaan 

sebagai kepastian. Adapun saran dari penulis yaitu, penulis berharap penegak hukum lebih 

memperketat aturan agar dapat lebih mencegah terjadinya tindak pidana penangkapan ikan secara 

ilegal (Ilegal Fishing). 

Kata Kunci: Kesengajaan, Penangkapan Ikan, ZEE Indonesia 
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